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KABUPATEN KUDUS 


KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE 
NOMOR 141/33/ 2018 


TENTANG 


PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA 
DAN PERANGKAT DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS 


Menimbang 


Mengingat 


TAHUN ANGGARAN 2018 


KEPALA DESA BAE, 


. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan 


Desa Bae Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan 
Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa, besaran 
tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, 


. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 


huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa, 


. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 


Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah, 


. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 


Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 


. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 


. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 


. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 


. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 





T: 


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679), 


. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 


Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601): 


. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 


10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 


1 


pa 


19, 


13. 


Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 


.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 


tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 


14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 


tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 





Memperhatikan 





15.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan 
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan 
Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 181); 


16.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, 
dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182): 


17.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 183): 


18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 
184), 


19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185); 


20.Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16): 


2 


— 


.Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10); 


22.Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Ase Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2017 Nomor 38); 


23.Peraturan Desa Bae Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa 
Bae Tahun 2018 Nomor 3); 


24.Peraturan Desa Bae Nomor 4 Tahun 2018 tentang 
Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa 
(Lembaran Desa Bae Tahun 2018 Nomor 4); 


1. Keputusan Kepala Desa Bae Nomor 143/30/2018 
tentang Penetapan Lokasi Tanah Bengkok Kepala Desa 
Dan Perangkat Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten 
Kudus 


2. Keputusan Kepala Desa Bae Nomor 143/32/2018 
tentang Penetapan Hasil Lelang Tanah Kas Desa dan 
Tanah Bengkok Kepala Desa Dan Perangkat Desa Bae 
Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tahun 2018 








MEMUTUSKAN : 


Menetapkan 


KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala 
Desa dan Perangkat Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten 
Kudus Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam 
lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2018 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai dari tanggal 1 Januari 
sampai dengan 31 Desember 2018 


“Ditetapkan di Bae 
35 padatañggal 8 Oktober 2018 





(3 SALA DESA BAE, 
| KEPAL i 
k 
Xx BUDIYANTO 
TEMBUSAN : 
1. Bupati Kudus, 
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Kudus, 
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus, 
4. Camat Bae, 
5. Ketua BPD Bae. 








LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE 
Tanggal : 8 Oktober 2018 
Nomor : 141/33/2018 


PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAE 
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS 
TAHUN ANGGARAN 2018 



















































































BESARAN | 
TUNJANGAN 
NO. JABATAN TAMBAHAN KETERANGAN 
PENGHASILAN | 
PERBULAN 2 
1 2 3 Per 
1. | Kepala Desa Rp. 4.700.000,- | el. 
2. | Sekretaris Desa T - F PP PNS 
3. | Kepala Urusan Tata Usaha dan 
Umum Rp. 875.000,- 
4, Kepala Urusan Keuangan Rp. 875.000,- 
5. | Kepala Urusan Perencanaan Rp. _ 875.000,- B 
6. | Kepala Seksi Pemerintaha Rp. _ 875.000,- | Sasa 
7. | Kepala Seksi Kesejahteraan Rp. 875.000,-| 
8. | Kepala Seksi Pelayanan Rp. 875.000, - E 
9. | Kepala Dusun Krajan Rp. 875.000,- Nu 
10. | Kepala Dusun Bendo | Rp. 875.000,- 
11. | Kepala Dusun Pondok Rp. _ 875.000,- | 
|12. Kepala Dusun Karang Sambung | Rp. 875.000,- | 
13. | Kepala Dusun Karang Dowo . Rp. 875.000,-|_ 
14. | Staf Kepala Urusan Tata Usaha Rp. 600.000,- 
dan Umum A 
15. | Staf Kepala Urusan Keuangan Rp. 600. 000, - | = E 
18. | 16. | Staf Kepala Seksi Pemerintahan Rp. _ 600.000,- | 
(17. | Staf Kepala Seksi Kesejahteraan Rp. 600.000,- 
Stak Kasi Pelayanan Rp. 600. 000: - | | 
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